
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tah un 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubenur Jawa Tengah
Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, namun sehubungan dengan perkembangan
keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembcntukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah
maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

GUBERNURJAWATENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNISDAERAHPADA
DINASTENAGAKERJADANTRANSMIGRASIPROVINSIJAWATENGAH

TENTANG

PERATURANGUBERNUR JAWATENGAH

NOMOR 52 rxnun 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemcrintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.

5. KabupatenjKota adalah kabupatenjkota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai/ Satuan di
Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

9. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan di lingkungan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS
DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSIJAWATENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451),:

6. Peraturan Gubernur .Jawa Tengah Nornor 64 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64);



(1) Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang pelatihan tenaga kerja.

(2) Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasa13

Paragraf 1
Kedudukan

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BABIII
BALAILATIHANKERJACILACAPKELASA

Oengan peraturan Gubenur ini dibentuk UPTDpada Dinas yang terdiri atas:

a. Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A;

b. Balai Latihan Kerja Semarang 1Kelas A;

c. Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A:

d. Balai Keselamatan Kerja Kelas A;
e. Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi Kelas A;

f. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A;

g. Satuan Pengawasan Ketenagaketjaan Kelas B, terdiri Atas :

1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang;

2) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati;

3) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta;

4) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang;

5) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas;

6) Satuan Pengawasan Ketenagaketjaan Wilayah Pekalongan.

Pasa12

BABII

PEMBENTUKAN

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.



(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Struktur organisasi Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan gubernur ini.

(5) Tempat kedudukan Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A berada di Kabupaten
Cilacap dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

(1) Balai Latihan Kerja Cilacap KelasA, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelatihan;

d. Seksi Pemasaran;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Balai.

Pasal6

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Latihan
KerjaCilacap KelasAmelaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran
tenaga kerja;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan
pemasaran tenaga kerja;

c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja;

d. pengelolaan ketatausahaan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 5

Paragraf 3
Fungsi

Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan
dan pemasaran tenaga kerja.

Pasa14

Paragraf2
Tugas



(1)Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelatihan.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan;
b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang

pelatihan;

Pasal9

Bagian Kelima
Seksi Pelatihan

c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

g. melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

h. melaksanakan pengelolaan kerja sarna dan kehumasan;

1. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan balai; dan
k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

di bidanga. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional
ketatausahaan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
ketatausahaan;

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

Pasa18

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Bagian Ketiga
Kepala Balai



(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 12

(I) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok
Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Koordinator dan bertanggung
jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 11

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

(1)Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemasaran.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemasaran;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
pemasaran;

c. melaksanakan layanan konsultasi terkait pelatihan;

d. melaksanakan promosi program pemasaran;
c. melaksanakan pengembangan kerjasama pelatihan dan penempatan;

f. melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan sesuai pasar kerja;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran

c. melaksanakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi beserta
kurikulum sesuai standar tertentu;

d. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;

e. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Latihan
KerjaSemarang 1 Kelas Amelaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemagangan;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan
pemagangan;

c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan;

d. pengelolaan ketatausahaan;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 15

Paragraf 3
Fungsi

Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis operasional dan Iatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang
pelatihan dan pemagangan.

Pasal 14

Paragraf 2
Tugas

(2) Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1) Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan un sur pelaksana tugas teknis operasional dan / atau kegiatan
teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan dan pemagangan.

Pasal 13

Paragraf 1
Kedudukan

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

BABIV
BALAILATIHANKERJASEMARANG1 KELASA

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Daerah.



(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang
ketatausahaan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
ketatausahaan;

c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;

d. menyiapkan pengelolaan keuangan;

Pasal 18

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 17

Bagian Ketiga
Kepala Balai

(1) Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelatihan;

d. Seksi Pemasaran;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,
masing-rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Struktur organisasi Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(5) Tempat kedudukan Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A berada di Kota
Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal 16

Bagian Kedua
Susunan Organisasi



( 1) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemasaran.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemasaran;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
pemasaran;

c. melaksanakan promosi program pelatihan;

d. melaksanakan layanan konsultasi terkait pelatihan;

e. melaksanakan pengembangan kerjasama pelatihan dan penempatan;

Pasal20

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran

(1) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan
dan pemagangan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
pelatihan dan pemagangan;

c. melaksanakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi beserta
kurikulum sesuai standar tertentu;

d. menyiapkan saran a prasarana pelatihan;

e. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan kerja dan pemagangan;

f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan;
dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Bagian Kelima
Seksi Pelatihan

e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

h. menyiapkan pengelolaan kerja sarna dan kehumasan;

I. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

J. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



(1) Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dari/ atau kegiatan
Lcknis penunjang tertentu di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

(2) Balai dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Paragraf 1
Kedudukan

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

BALAI LATIHANKERJA SEMARANG 2 KELAS A

BAB V

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional .
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Daerah.

Pasa122

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok
Jabalan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung
jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal21

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

f. melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan sesuai pasar kerja;;

g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Struk tur organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kelas A
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
Lerpisahkan dari peraturan gubernur ini

(5) Tempat kedudukan Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A berada di Kota
Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

d. Seksi Pemasaran;

(1)Balai Latihan Kerja Semarang 2 KelasA, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelatihan;

Pasal26

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Latihan
KerjaSemarang 2 KelasAmelaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan produktivitas
Lenagakerja;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja;

c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

d. pengelolaan ketatausahaan Balai;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ses'uai tugas dan
fungsinya.

Pasal 25

Paragraf 3
Fungsi

Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis operasional dan Zatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Pasal24

Paragraf2
Tugas



(1)Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelatihan.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
pclatihan;

c. melaksanakan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

d. melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja;

e. melaksanakan layanan bimbingan konsultasi di bidang peningkatan
produktivitas tenaga kerja;

PasaI29

Bagian Kelima
Seksi Pelatihan

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf
b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyiapkan dan penyusunan program dan rencana teknis operasional

Balai;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional Balai;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Dinas;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan;

e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

g. melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

h. melaksanakan pengelolaan kerja sarna dan kehumasan;
1. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal28

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Kopala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 27

Bagian Ketiga
Kepala Balai



(1) Kelompok Jabatan Fungsiorial terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) .Jurnlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

PasaI32

(1)Kelompok Jabatan Fungsicnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok .Iaba tan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

PasaI31

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

(1)Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pclaporan di bidang pemasaran.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemasaran;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
pemasaran;

c. menyiapkan promosi program pelatihan;

d. melaksanakan pengembangan kerjasama pelatihan dan peningkatan
produkti vitas;

c. mcnyiapkan pengembangan program pelatihan dengan tool dan methode
sesuai kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri;

f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produktivitas;
dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

PasaI30

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran

f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
produktivitas tenaga kerja; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Balai
Keselamatan Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang keselamatan kerja,
hiperkes dan ergonomi;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang keselamatan
kerja, hiperkes dan ergonomi;

c. evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan
ergonorni;

d. pengelolaan ketatausahaan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 35

Paragraf 3
Fungsi

Balai Keselamatan Kerja Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
mcmpunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional darr/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu Dinas di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan
ergonorm.

Pasal34

Paragraf2
Tugas

(1) Balai Keselamatan Kerja Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
d merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan
ergoriorm.

(2) Balai Keselamatan Kerja Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal33

Paragraf 1
Kedudukan

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

BABVI
BALAIKESELAMATANKERJA KELASA

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Daerah.



(

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana
teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang
ketatausahaan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
ketatausahaan;

c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;

Pasa138

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal37

Bagian Ketiga
Kepala Balai

(1) Balai Keselamatan Kerja Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan Teknis;

d. Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Struktur organisasi Balai Keselamatan Kerja Kelas A sebagaimana
tercant urn dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan gubernur ini

(5) Tempat kedudukan Balai Keselamatan Kerja Kelas A berada di Kota
Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal36

Bagian Kedua
Susunan Organisasi



(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan
dan pemberdayaan di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;

(I) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan
penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan
teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran.

Pasa140

Bagian Keenam
Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan

(1) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana
tcknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan teknis.

(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang

keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang

keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
c. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan di bidang keselamatan kerja,

hiperkes dan ergonomi;
d. Menyiapkan pelaksanaan pengembangan laboratorium keselamatan

kerja, hiperkes dan ergonomi;

e. Menyiapkan evaluasi kegiatan pelayanan dan pengembangan
laboratorium keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;

f. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelayanan dan pengembangan
laboratorium di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;

g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal39

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Teknis

d. menyiapkan pengelolaan keuangan;

e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;

J. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

J. menyiapkan evaluasi dan pelaporan; dan
k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Daerah.

Pasa142

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing -masing berdasar kan pera turan perundang -undangan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasa141

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

e. Menyiapkan pelaksanaan uji kompetensi dalam bidang di bidang
keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;

f. Menyiapkan pelaksanaan promosi, supervisi, konsultasi, kerjasama
kelembagaan dan pengembangan di bidang keselamatan kerja, hiperkes
dan ergonomi;

g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dan
pemberdayaan di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;

h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional
pcnyelenggaraan dan pemberdayaan di bidang keselamatan kerja,
hiperkes dan ergonomi;

c. Menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang keselamatan kerja,
hiperkes dan ergonomi;

d. Menyiapkan pelaksanaan pelatihan di bidang keselamatan kerja,
hiperkes dan ergonomi;



(1) Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi KelasA, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

Pasal46

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Balai
Pelatihan KerjaTransmigrasi Kelas Amelaksanakan fungsi :

a. penvusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan
tran smigrasi;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan kerja
dan transmigrasi;

c. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan
transmigrasi;

d. pengelolaan ketatausahaan Balai;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal45

Paragraf 3
Fungsi

Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi KelasA sebagaimana dimaksud dalam Pasal43
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional danjatau
kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja dan
tran smigrasi.

Pasal44

Paragraf2
Tugas

(1) Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi Kelas A merupakan un sur pelaksana
i.ugas teknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu di
bidang pelatihan kerja dan transmigrasi.

(2) Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Balai yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal43

Paragraf 1
Kedudukan

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BALAIPELATIHANKERJA TRANSMIGRASIKELASA

BAB VI



(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana
teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. menyiapkan dan penyusunan program dan rencana teknis operasional
Balai;

m. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional
Balai;

n. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Dinas;

o. melaksanakan pengelolaan keuangan;

p. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
q. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

r. melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

s. melaksanakan pengelolaan kerja sarna dan kehumasan;
t. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
v. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal48

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.

Pasal47

Bagian Ketiga
Kepala Balai

c. Seksi Pelatihan;

d. Seksi Pemasaran;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Str uktur organisasi Balai Pelatihan KerjaTransmigrasi KelasA sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan gubernur ini

(5) Tempat kedudukan Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi Kelas A berada di
Klampok Banjarnegara dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.



(1) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemasaran.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang

pemasaran;
b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang

pemasaran;

c. melaksanakan promosi program pelatihan;

d. melaksanakan layanan konsultasi terkait pelatihan;

e. melaksanakan pengembangan kerjasama pelatihan dan penempatan;

f. melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan sesuai pasar kerja;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal50

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran

(1) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelatihan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang
pelatihan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
pelatihan;

c. melaksanakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi beserta
kurikulum sesuai standar tertentu;

d. melaksanakan program pelatihan calon transmigran dengan struktur
program kompetensi dasar y umum, kompetensi inti dan kompetensi
penunjang;

e. menyiapkan sarana prasarana pelatihan;

f. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan
transmigrasi; dan

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasa149

Bagian Kelima
Seksi Pelatihan



(1) Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A merupakan
unsur pelaksana tugas teknis operasional dari/ atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

(2) Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A dipimpin oleh
Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
KepalaDinas.

Pasal 53

Paragraf 1
Kedudukan

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA KELAS A

BAB VIII

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 52

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang­
undangan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 51

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional



(1) Ba!ai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja KelasA, terdiri atas:

a. Kepala Balai;
b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

d. Seksi Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Struktur organisasi Ba!ai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini

Pasa! 56

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da!am Pasal 54, Balai
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan
penempatan tenaga kerja;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan
penempatan tenaga kerja;

c. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga
kerja;

d. pengelolaan ketatausahaan

e. melaksanakan tugas lain yang diberika oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasa! 55

Paragraf 3
Fungsi

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A sebagaimana
dimaksud da!am Pasa! 53 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
opcrasional dan! atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang
penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Pasal54

Paragraf 2
Tugas



(1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan
periyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pclaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Mcnyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang
pcnyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasa159

Bagian Kelima
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana
teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,
evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mcnyiapkan dan penyusunan program dan rencana teknis operasional
Balai;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional
Balai;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Dinas;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

g. melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

h. melaksanakan pengelolaan kerja sarna dan kehumasan;

1. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 58

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pasal57

Bagian Ketiga
Kepala Balai

(5) Tempat kedudukan Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh
Daerah.



(1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan
penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:

a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan
dan pemberdayaan di bidang penyelesaian perselisihan penempatan
tenaga kerja;

b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional
penyelenggaraan dan pemberdayaan di bidang penyelesaian perselisihan
penempatan tenaga kerja;

c. Menyiapkan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja Antar
Kerja Antar Oaerah (AKAO)dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara
(AKAN);;

d. Menyiapkan penanganan dan penyelesaian perselisihan penempatan
tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)di embarkasr/ debarkasi
maupun di derah asal zdaerah pengirim;;

e. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan
penempatan tenaga kerja;

f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal60

Bagian Keenam
Seksi Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja

b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

c. Mcnyiapkan layanan banyuan konsultasij'verifikasi Zkeluh kesah terkait
dengan perselisihan hubungan industrial;

d. Menyiapkan pencegahan perselisihan hubungan industrial;

c. Mcnyiapkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas
kabupaten / kota;

f. Menyiapkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
kabupaten/kota yang tidak memiliki mediator;

g. Menyiapkan bantuan penyelesaian kasus perselisihan hubungan
industrial berdasarkan aduan ke Gubernur;

h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;

1. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.



Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B mempunyai tugas melaksanakan
tugas teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di
bidang pengawasan tenaga kerja.

Pasal44

Paragraf2
Tugas

(1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan Iatau
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

(2) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B dipimpin oleh Kepala Satuan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal43

Paragraf 1
Kedudukan

Bagian Kesatu
Kedudukan Dan Tugas

BABVI
SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KELAS B

Pasa162
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Daerah.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang­
undangan

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasa161

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional



(1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan Iatau kegiatan
teknis penunjang tertentu Dinas terkait penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang

pengawasan ketenagakerjaan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang
pengawasan ketenagakerjaan;

c. menyiapkan pelaksanaan kepatuhan perusahaan terhadap norma kerja
dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;

d. menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan perusahaan terhadap norma kerja
dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;

c. menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian obyek keselamatan
dan kesehatan kerja;

f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan
kctcnagakerjaan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasa146

Bagian Ketiga
Kepala Satuan

(4) Ternpa t kedudukan dan wilayah kerja pada Satuan Pengawasan
Ketenagakerjaan Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

(1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, terdiri atas:

a. Kepala Satuan;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kclompok Jabatan F'ungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Satuan.

(3) Struktur organisasi Satuan Pengawasan KetenagakeIjaan Kelas B sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini

Pasa145

Bagian Kedua
Susunan Organisasi



(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang
lerbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) .Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pcmbinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasa149

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal45 ayat (1)
huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok
Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan yang bersangkutan.

Pasa148

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf
b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis
operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan
pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana teknis

operasional Satuan;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional
Satuan;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Dinas;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan;

e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

g. melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;

h. melaksanakan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;

1. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal47

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha



(1) Kepala Balai, Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain Kepa1a Balai, Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
Pejabat Fungsional, pada Balai dan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan
terdapat jabatan pelaksana.

(3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja.

Pasal51

BAB VIII
KEPEGA WAIAN

(4)Kepala Balai, Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta
menvampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

(5)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dan atau Kepala Satuan dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut.

(6)Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan orgarusasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan Kepala Satuan, serta unit
organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan.

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Satuan,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik
dalam lingkungan internal masing-masing maupun an tar satuan
organisasi di lingkungan Balai dan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan,
sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2)Kepala Balai, Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib
mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus
mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

(3)Kepala Balai, Kepala Satuan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 50

BAB VII
TATA KERJA

(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Daerah.
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SRI PURYON

Diundangkan di Semarang / J),
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Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 ~12..l:et2018

PIt. GUBERNURJAWATENGAH,

~~:++:::o !3/-11i2- . . pi!)a

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dalarn Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa153

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi JAwa Tengah Tahun 2016 Nomor
103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPTD pada Dinas pada Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan berdasarkan Peraturan
Gubenur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat
baru berdasarkan Peraturan Gubenur ini.

Pasa152

BABIX
KETENTUANPENUTUP
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NO NAMASATUAN TEMPAT WILAYAHKERJA
KEDUDUKAN

l. Satuan Pengawasan Kota -Kota Semarang
Ketenagakerjaan Wilayah Semarang -Kabupaten Semarang
Semarang -Kabupaten Demak

-Kabupaten Grobogan
-Kabuppaten Kendal
-Kota salatiga

2. Satuan Pengawasan Kabupaten -Kabupaten Pati
Ketenagakerjaan Wilayah Pati -Kabupaten Kudus
Pati -Kabupaten Jepara

-Kabupaten Rembang
-Kabupaten Blora

3. Satuan Pengawasan Kota -Kota Surakarta
Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta -Kabupaten Karanganyar
Surakarta -Kabupaten Sragen

-Kabupaten Boyolali
, -Kabupaten Wonogiri

-Kabupaten Klaten
-Kabupaten Sukoharjo

4. Satuan Pengawasan Kota - Kota Magelang
Ketenagakerjaan Wilayah Magelang -Kabuaten Magelang
Magelang -Kabupaten Kebumen

-Kabupaten Wonosobo
-Kabupaten Temanggung
-Kabupaten Purworejo

DAFTAR NAMA,TEMPAT KEDUDUKAN,
DANWILAYAHKERJA SATUANPENGAWASANKETENAGAKERJAAN

LAMPIRAN VIII
PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TARm) 2018
TENTANG
ORGANISASI DANTATAKERJA UNIT
PELAKSANATEKNIS DAERAH PADADINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



PIt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NO NAMA SATUAN TEMPAT WILAYAH KERJA

KEDUDUKAN

5. Satuan Pengawasan Kabupaten - Kabupaten Banyumas

Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas -Kabupaten Purbalingga

Banyumas -Kabupaten Cilacap

-Kabupaten Banjarnegara

6. Satuan Pengawasan Kota -Kota Pekalongan
Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan -Kabupaten Pekalongan
Pekalongan -Kabupaten Brebes

-Kota Tegal
-Kabupaten Tegal
-Kabupaten Pemalang
-Kabupaten batang
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